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KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
DENGAN KEPALA DESA BESUK

NOMOR: 100.3.3.7/ 4 / 427.85.21/2025
NOMOR : 100.3.3.7/ [/ 427.85,08,2025

TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BESUK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA

Pada har ini , tanggal , bulan , mhun Dua
ribu dua puluh Lima h:rl;:mpa_t di Desa Besuk Kecamatan Tmp-eh kami yang
bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama » Dr.MUHAMMAD TOYYIB,MPd.1
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Besuk Kecamatan
Tempeh.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa Besuk Kecamatan Tempeh, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama 1 BUPATNO
Jabatan : Kepala Desa Besuk Kecamatan Tempeh.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Besuk
Kecamatan Tempeh, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyepakali Peraturan Desa Besuk tentang
Anggeran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana




BADAN PERMUSYAWATAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH
KABUPATEN LUMAJANG
Jalan Suto Supeno No. 09 Telp. .....cove.
TEMPEH - 67371

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
NOMOR: 100.3.3.7/ || /427.85.21/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PERATURAN DESA BESUK TENTANG
ANGCGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWATAN DESA BESUK,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Besuk, telah disesakati dalam musyawarah Badan
Permusyawaratan Desa, untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa:

r b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawartan Desa tentang Persetujuan Peraturan Dess
tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nemor 12 Tahun 2011 teantang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 7.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2493] sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomaor 77);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubashan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indenesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anpgaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 168, Tambehan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa




kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Tentang Pemilihaen Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor &);

10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016,
tentang Badan Permusyawaratan Desa [(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesi Tahun 2018 Nomor 611);

13.Peraturan Mentri Desa ,Pembangunan Daerah tertimggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023:

14.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Penvelenggaraan Pemerintahan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

16.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Berita Daecrah
kabupaten Lumajang Nomor 4);

17.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);

18.Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 11);

19.Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah



F—

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59 |Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31
Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Lumajang MNomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
20, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2026 ( Berita Daerah Kabupaten Lumasjang Tahun

2025 Nomor 22);
91,Peraturan Bupati Lumajeng Nomor 53 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2026 ;
%% Peraturan desa Besuk Nomor 7 Tahun 20235 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Besuk Tahun 2026 | Lembaran Desa

Besuk Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa Besuk Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan

Desa,

Persetujuan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Pelaksanaan

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Penerimaan dan
pengeluaran Desa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapian,

Ditetapkan di Besuk
pada tanggal 23 Degenger 2025

Salinan Keputusan BPD ini disampaikan

kepada Yih.:

1. Bupati Lumajang;

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lumajang;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Lumajang;

4. Camat Tempeh;
5. Kepala Desa Besuk



DAFTAR HADIR

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

MUHAMMAD TOYYIE

Ketua

SUBAGIO

Wakil Ketug

YONI ISWANTO

Sekretaris

QURROTUL M.,

Keta
Bid.Penyelenggaraan
Pemdes dan
Pembingan
Kemasyarakatan

AWIK WICAKSONO

Anggota
Bid . Penyelenggaraan
Pemdes dan
Pembinaan
Kemasyvarakatan

MUNIRI




DAFTAR HADIR

PERANGKAT DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG
PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
NO. NAMA JABATAN Taﬂng.-?nnﬁui
1. | SUPATNO Hepala Desa / }g
2. | EKA SUSILOWATI Sekretaris Desa
3. | FARISMA HIDAYATI Kaur TU dan Umum | 3, W <w
4. | EDY SISWO Kaur Keuangan ,..-f*"i
3. | M. ARIF Kaur Perencanaan 5. /
6. | ARIK WIDHI UDIYONO Kasie Pemerintahan 6.
7. | DEDY SURYONO Kasie Kesejahteraan | 7.
8. | HENI WIDAYATI Kasie Pelayanan RN
5. | ABD. HARIS Kasun Krajan | 0. 0@
; 10. | KOKOH FENDY P Kasun Darungan 10.
11. | SUMARDI Kasun Warung !{util 11. "
12. | BILVI B8Rl WULANDARI Kasun Wonorejo




— =

DAFTAR HADIR

PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG
PENYUSUNAMN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
NO. __ NAMA JABATAN TAND. EAH
1. | SUPATNO Kepala Desa 1. /%H
|
2. | EKA SUSILOWATI Sekretaris Desa . 2. < Hﬂll i
3. | FARISMA HIDAYATI Kaur TU dan Umum | 3. W
4. | EDY SISWO Kaur Keuangan ,.ﬂﬁi"_
5. | M. ARIF Kaur Perencanaan | 5. /
6. | ARIK WIDHI UDIYONO Kasie Pemerintahan ;
Vil
7. | DEDY SURYONO Kagie Kesejahteraan | 7. @;&
B. | HENI WIDAYATI Kasie Pelayanan \ fﬂ.( W
9, | ABD. HARIS Kasun Krajan 9, {ﬁ
10. | KOKOH FENDY P Kasun Darungan 10. '
11. | SUMARDI Kasun Warung Kutil | 11. M v
12. | SILV] S8RI WULANDARI Kasun Wonorejo 12, @
13. | MUHAMMAD TOYYIB Ketua 13.
— —
14. | SUBAGIO Walkil Ketua — ‘:lﬁ/
- I
15. | YONI [SBWANTO Sckretaris 15. )/
16. | QURROTUL M. Ketua [T
Bid.Penyelenggaraan .
Perndes dan v ot 7
Pembinaarr :
Kemasyarakatan
17. | AWIK WICAKSONO Anggota 17.
Bid.Penyelenggaraan
Permndes dan ﬂ

Pembinaan




MUNIRI

18.

H. BAMBANG
SANTOSO




KEPALA DESA BESUK
KABUPATEN LUMAJANG
PERATURAN DESA BESUK
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BESUK,

Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapalan dan Belanja Desa sebagai wujud
dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka
dan bertangpung jawab untuk sebesar-besarmmya kemakmuran
masyarakat Desa; '

b. bahwa Anggeran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi,
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan linglungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimane dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan




Perundang-undangan \Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 201
Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana  telah diubah kedua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Thhun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

4 Nomor 7, Tambahan

- Peraturan Pemerintah Nomar 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 6321);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomar 40 Tahun
2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

. Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014,

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor | Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa (Berita Nepgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam [:'ill:g:ri Nomor 110 Tahun 2016,
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2018 Nomor 611];

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Prioritas Pengeunaan Dana Desa Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran

Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11 tahun 2025

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Badan Permusvawaratan Dosa (Berita Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2017 Nomor 31, Tambahan Berita Daerah
kabupaten Lumajang Nomor 4);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Dacrah
Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar



Menetapkan :

19.

21.

22,

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan
Kewenangan Lokal Berskalg Desa (Berita Daerah Kabupaten

Lumajang Tahun 2018 Nomar 25, Tambahan Berita Daerah
Kabupaten Lumajang Nemer 11);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lumajeng Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31
Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Lumajang Nomer 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2024 Nomor 31):

- Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2025 Rencana Kerja

Pembanguan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2025 Nomor 22);
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Desa Besuk Nomor 7 tahun 2025 tentang RKPDesa
Besuk Tahun 2026 Lembaran Desa Besuk Tahun 2025 Nomor
7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BESUK
dan
KEPALA DESA BESUK

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA BESUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

pendapatan dan Belanja Desa Besuk Tahun Anggaran
2026 dengan perincian scbagai berlkut:

a.
b.

C.

o Rp. 1.748.528.231,00
E: mmdij': Rp. 1.674.940.945,95

s Rp.  73.587.285,05
Pembiayaan Desa



1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 74.891.200,00

2. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 74.891.200,00
Selisih Pembiayaan (a-b) “Rp. 0,00

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksyd Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penvertaan modal, jika tersedia;
. daftar dang cadangan, jika tersedia: dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun ANgEaran
sebelumnya, jika ada.
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesalk.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
(4) Kegiatan schagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
a. bukan merupakan kegiatan normal dard aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

d. memiliki dampak yang umiﬁkmt:rhndapnnmmndalnm
rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar
biasa dan/atau permasalahan sosial, dan



| e. berskala lokal Degg,

Pusal 6

Dalam hal terjadi;
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa
pada tahun berjalan:
E b. keadaan yang mengharuskan dilakukan pergeseran antar objek
: belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran
APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

i Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
! pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Besulk.

Ditetapkan di Besuk =
23 Desember 202
/KEPALA DESA BESUK,’

=l
a2

EEPALE DESA |9

T

|

di Besuk

péada tanggal 30 Desember 2025
: 'DESA BESUK,

%,Sﬂﬁ:b??’?

LEMBARAN DESA BESUK TAHUN 2025 NOMOR 11







LAMPIRAN
PERATURAN DESA BESUK

MNOMOR

TEMTAMNG

ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELAN A DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Sator Kembali Pendapatan Transfer

PEMERINTAH DESA BESUK
TAHUN ANGGARAN 2026
APBDes : DRAFT AWAL
ANGGARAN HETERANGAN
[Rpj
- ] F
PENDAPATAN
pmRan A D 150 500.000,00
s 1.Ba8 028.231.00
Fandapatan Luin-lan 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.748.828.231,00
BELAM.JA
Balanja Pegawsi 530881 468,00
Balanjs Barang dan Jass 47202332005
Balanja Modal E:28,075,000.00
Balanjs Tidak Terduga 37.661.120,00
JUMLAH BELAN.IA 1.674.040.045,05
SURPLUS | (DEFISIT) 73,587 208,05
PEMBIAYAAM
Paparimasn Pambigyaan ___ - 'm'ﬁ'gy“
1.303.914 98
SILPA Tahun Sabelsmnya
74 B91.200.00
Pengeluaran Pambayaan | IR TEREE e o L e
e 74 B81. 20000
Modal Desa
Penyemaan 40

[ remwamer
[ e

8154 LEGIH PEMBIAYAAN ANGGARAR




LAMPIRAN

PERATURAN DESA BESUK
HOMOR

TENTANG
ARGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN, —

PEMERINTAH DESA BESUK
TAHUN ANGGARAN 2028
H;_ ] DRAFT AWWAL
LIFLALAMN AMGGARA
SUMBERDAHA
5 | Fen
4 ]
PENDAPATAN
Pandapatan Asl Dess S s
Pandapatan Transle PP e AA
Pandapatan Lamn-lan
0,00
JUMLAH PENDAFATAN 174882023100
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTA 1) 7,634 42658
Penyslenggaran Balanja Siltap, Tunjangan dan Operasicnal BOD.ITE.OTESE
Panysdiaen Penghasdan Tetap dan Tunjangan Kepala Dess 83,705 250,00 | ADD, FAD
Betanja Fagawe) §3.704.280,00
Panyedisan Penghasian Tetap dan Tunjangan Perangkal Desa A5 TOE.550,00 | ADD. PAL
Belana Pegawa: 418.703.550,00
Penyeciaan Jaminan Sosial bagi Keoala Desa dan Perangiat Desa 20.77T3.560,00 | ADD
Belarija Pegasal 20, 773.550,00
Penyediaan Dperasional Pemenntah Desa |ATE. Honar PEPED dan FPK TTEA0E585 | DLL PEH
D dily
Balanjn Bararg dan Jass T7.610.188,68
24 555 136,00 | ADD
Penyediaan Tunjangan BPD
] 38.888.135,00
Balanja Pegawai
Payediaan Operssional BPD (rapat, ATK, Maksn Minum, Pakaisn Serags 3910.904.00 | ADD
, Listrii; dif}
i J 3910, 104,00
Belanja Barang dan Jasa
G5 TS 500,00 | ADD
yeciman InsentfOpersionsl RTRW
™ : 5. T69,600,00

I ooy . 18, 30058000 | CODS
Panyediaan Operasioral mmhhﬂ yarg persumbar dadl Dara Das v
g 30 303 540,00

Belanga Barang dan Jasa —

; 18,346, 750,00
Peryediaan Sarana Prasarana Pamerintahan [e=d 18 M49.750,00 | ADD. PBH
Pemaliaraan Gedyng Prasarana Kanior Desa 14,346.750,00

Betanja Barang dan fba £.350.000,00
, Kauangan
Penyslenggarsan Tata Praja Pemarintahan. Parsnamn
Pelaporan 3,500.000,00 | PEH
Penyusunan Dchumen Perencanain Dess o S Halaman 1

DR (008 0o 3T 04
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a2
B3

__‘
prm—
URALAN
S ANGGARAN
: i Rp | SUMBERDAN,
Belanja Barang dorn Jess L T
Dukungan & Soswhsss: FPalaksanasn Piksdes Paadihan wg ” 500,500 0 —
& L] y 4 IS0 DO By -
Balanjs Barang dan Jasa
Bidang Perianahan 4 B50.000,00
Sub
11
adminstrasi Pagak Bumi dan Bangunan (PEE; Ia:.lu-.n
004,
Belarge Barang dan Jass 00 | mmM
13.560.000.00
I04.965.009 00
St Bidang Pendidikan i
::?mmn Perpusiakean Mili Desa (Pengadaan Buki, Honar, Taman B \ m.mm.” =
Belanja Barang dan Jass pons
Sub Bidang Wesehiikn -
Penysipnggaraan Posyandu (Mkn Tambahar, Kis Bumd, Lamsia, ‘assntify 460000000 | pos
Bedanja Barang dan Jasa 501 230, 000,00
Baetania Modal 5.370.000,00
Penyelenggarsan Desa Siage Kesehatan TS0.000,00 | FEM
Bedanja Barang dan Jasa T50.000,00
Sub Bidang Pekerjaan Umum oan Penataan Ruang 503,808 000,00
Pameitaraan Prasarana Jalan Dasa (Gomng-gorongiSakkan/PailDrana 110.000.000,00 | DOE
s i}
Beians Modal 110.000,000,00
()
ADD. =
Pernalinarasn Gedung/Prasarana Baal Ciesa'Balai Kemasyarakatan 8 000000, 00
Badania Modal B, 000, 000,00
i
PEx
Fwﬂﬂmmmmﬂ?mmm Jalan Lingkungan 505.805.000,00
rrdkiman
1 : 20, B0S, 000, 00
Bielanjs Modal
8,000.000,08
Sub Bidang Kawasan Pemukiman L
Pemalinaraan Fasiitas Pengelciaan Sampah Desd (Pemampurgan. 29.000.000,%0
Bank Sampah, dil) i
Belanja Banang can Jasa 0
Indormatika 74.090.000.00
Subs Bidang Perhubungan, Komunikas! dar et 74,000.,000,00 | ADO, DOS
WMWHWW
W e 24,000.000.00
Belanja Barang can Jasa 50,000 000,00
Balanga Modal 180.409.000,08
mmﬁwﬂ 103400, 000,00
hmh = .ard¥ginrian cleh 100,400.000.00 | ADO
- WTM
9 % 8 400, 000,00
amdes
Batarga Bararg 980 Jazd 5.000.000.00
Hipimrrdsn 3




LIRALAN P!
¥ [Rp) BUMBERDANA
e o E
sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan e
Ba n Faslval Kesenian, Adat/Ksbudayann, d :
T Rl, Rays Keagamaan dil} an Fagamaan My 90.000.000,00 | sa
Ealanja Barang dan Jasa Bibdiie
gub Bidang Kepamudasn dan Olahrags -
Pembinaan Karang Tarna™ub KepemucaanOlahrags Tingkai Desa 50.000.000,00 | pex
Bedanja Barang dan Jasa 50.000,000,00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 18.000.000,00
pambinaan LEMOVLPMLPMD P
Bedanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Pamibinann FEK 10.000.000,00 | o8
Baianja Barang dan Jasa 10.000.000,00
il £.000.000,00
gub Bidang Koparasl, Usaha Micro Kecll dan Menongah [LISKM) 5.000.000,00
Falatikan Manammen KoperasKUDILRKK 5.000,000,00 | DDS
pstanja Barsng dan Jass . 000000, 00
3755112888
: ,0oo0.600
Sub Bitang Penanggulangan Bancana H:ﬂm:l »
Kegiatan Penangguianan Bancana ;.m.m,m
Betanja Tidak Terduga
4.881.120,00
e - I 1.951.120,00 | 03
gkt i 1,851 120,00
Barlanja Tidak Tardugd ——
JUMLAH BELANJA )
71,587 185,08
SLRPLUS | (DEFISIT)

PERBIAYARN 1,300.914.85
Pengimaan Pembiyadn 74,881 .200,00
Panpaluaran FambEyaan [TL.887. 786,05)

PEMBIAYAAN NETTC
SI5A LEBIH PEMEBIAYAAM AMGEARAN




